
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN K E T I G A ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI 

PEMAKAIAN K E K A Y A A N DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan efisiensi serta guna meningkatkan Pendapatan 
Daerah dari sektor pemakaian kekayaan Daerah, pengelolaan kekayaan 
Daerah yang berada di dalam kawasan wlsata Teleng Ria akan 
dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerja sama; 

b. bahwa dengan pengalihan hak pengelolaan kekayaan Daerah yang berada 
di dalam objek wisata Teleng Ria sebagaimana dimaksud pada huruf a di 
atas, penetapan bentuk dan besaran pungutan menjadi hak Pihak Ketiga; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, 
maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 dengan menetapkan kembali 
perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkimgan Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3037); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambalian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048); 



5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 89 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); . 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor); 

12. Peratauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Mil ik Daerah; 

14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan Nomor 7 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2000 Nomor 5 Seri B tanggal 31 Maret 2000) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2007; 



18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7). 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN P E R W A K I L A N R A K Y A T DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dan 

BUPATI PACITAN 

PERUBAHAN K E T I G A ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN K E K A Y A A N DAERAH 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 
Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 5 Seri B tanggal 31 Maret 
2000) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2007 diubah sebagai berikut: 
a. Pada Lampiran huruf B angka I dihapus. 
b. Pada Lampiran huruf B angka 5 poin 12), 14), dan 15) dihapus. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
fCabupaten Paeitan. 

Pasal I 

Pasal II 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 5 d - 2008 

BUPATI PACITAN 

H . S U J O N O 


